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Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh ...,

Kemungkinan lain adalah dengan membuat perjanjian antara warga negara
Indonesia dan orang asing yang memberi kekuasaan kepada orang asing
tersebut agar dapat menggunakan tanah hak tersebut layaknya orang asing
itu adalah pemiliknya.

Di dalam praktik ditemukan perjanjian pura-pura (simulasi) yang dikenal
pula dengan nama perjanjian nominee, yakni dalam hal pemilikan tanah
hak oleh warga negara asing yang dilarang undang-undang untuk memiliki
hak milik atas tanah (Pasal 21 UUPA) atau Hak Guna Bangunan [Pasal 36
ayat (1) UUPA]. Pada perjanjian tersebut diperjanjikan bahwa tanah hak
menggunakan nama dari warga negara Indonesia, tetapi keuangan adalah
dari pihak warga negara asing dan adanya pernyataan dari pihak warga
negara Indonesia bahwa sebenarnya tanah hak tersebut adalah milik warga
negara asing dan diikuti dengan pemberian kuasa "penuh” kepada warga
negara asing tersebut.’ Perjanjian beserta kuasa semacam ini bertentang-
an dengan undang-undang dan berakibat batal demi hukum. Perjanjian
nominee tersebut selain merupakan perjanjian pura-pura, juga me-
ngandung kausa yang terlarang (Pasal 1335 KUHPerd).

Modus lain yang digunakan adalah dengan membuat perjanjian sewa-
menyewa antara orang asing dan pemilik tanah Hak Milik untuk jangka
waktu relatif lama, misalnya, 90 tahun. Di samping perjanjian tersebut,
pihak pemilik memberi persetujuan kepada orang asing untuk mendirikan
bangunan rumah di atas tanah yang disewanya atau orang asing membeli
rumah di atas tanah sewa tersebut. Pasal 5 ayat (1) PP 41/1996 dengan
tegas menyatakan bahwa perjanjian dengan pemegang hak atas tanah di-
buat untuk jangka waktu yang disepakati, tetapi tidak lebih lama dari 25
tahun, Walaupun jangka waktu tersebut dapat diperbarui, tetapi hanya
untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari 25 tahun, atas dasar ke-
sepakatan yang dituangkan dalam perjanjian baru, dengan ketentuan orang
asing tersebut masih berkedudukan di Indonesia [Pasal 5 ayat (2) PP 41/
1996].

2. Penyelundupan Hukum

Simulasi berbeda dengan penyelundupan hukum yang menggunakan
seorang perantara untuk memperoleh haknya. Misalnya, ketetapan wasiat

7) Baca majalah Tempo, “Investigasi mengenai Jual Beli Pulau-Pulau Kecil, Pemburu Pulau
dari Seberang, Transaksi di Lahan Konservasi, Berburu Pantai Merah Jambu", 2—9
November 2014, hh. 64—74.
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